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PROVINS! JAWA BARAT 

PERA TURAN BUP A TI BEKASI 

NOMOR : 202 HUI1 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 110 

T AHUN 2021 TENT ANG PENJABARAN ANGGARAN PEND AP AT AN DAN BELANJA 

DAERAH T AHUN-ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP ATI BEKASI, 

Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Di 
Daerah, penyesuaian anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga 
Berencana sesuai Juknis yang telah ditetapkan, penyesuaian rincian objek 
belanja sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
berjalan pada Dinas Perhubungan, serta penyesuaian kebutuhan gaji dan 
tunjangan pegawai pada masing-masing rekening rincian belanja pada 
Kecamatan Tambun Selatan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 
APBD yaitu pergeseran antar jenis, antar objek, antar rincian objek, 
dan/atau sub rincian objek; 

b. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, perlu dilakukan 

melalui Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 1 0  Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pend~patan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bckasi Tahun Anggaran 2022; 

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, 

maka Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 1 0  Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun Anggaran 2022 tersebut perlu ditetapkan kembali dengan 
Peraturan Bup~ti. 

a. 



Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ) ;  

9  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 65 16) ;  
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IO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

1 1  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

1 3  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

1 5  P e ra t u ra n  Pemerintah Norn or 71  Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

16  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

17  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

1 8  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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19  Peraturan Pemerintah N omor 17  Tahun 2018  ten tang Kecamatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

2 1  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia 

Tahun 2017  Nomor 1067); 

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018  tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018  tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1777); 

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 1213 ) ;  

26  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 431) ;  

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17  Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
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Mcnetapkan 

30 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2007 Nomor 1 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 

Nomor7); 

3 1  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 20 1 1  tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 20 1 1  Nomor 6) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 201 1  tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1) ;  

32 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2); 

33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5); 

34 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pernyataan 

Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6); 

35 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5); 

36 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 1 0  Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 1 10 )  sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 1 0  Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 3); 

37 Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.02.03/Kep.73-BPKD/2022 tentang 

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP A) Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022; 

38 Keputusan Bupati Bekasi Nomor : Hk.02.02/Kep.171-BPKD/2022 tentang 

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPP A) Peraturan 

Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 1 0  Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2022. 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KETIGA A TAS PERA TURAN BUPA TI BEKASI NOMOR 1 1 0  

T AH UN  2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2022. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 1 0  Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 1 0  Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 3) diubah 

sebagai berikut: 

A. Ketentuan Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 

2022 sejumlah Rp6.474.096.774.314,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut : 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 semula 

sebesar Rp6.474.096.774.314,00 bertambah sebesar Rp266.859.631.18 l ,00 sehingga menjadi 

Rp6.740.956.405.495,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Pendapatan Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp5.789.949.683.464,00 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp6.467.181.875.649,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp266.859.631.18 l ,00 
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp6. 734.041.506.830,00 

3 .  Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 
1) Semula Rp870.689.604.745,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp80.317 . 1 1 7  .286,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp95 l .006. 722.031,00 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp6.914.898.665,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp6. 914.898.665 ,00 

C. Pembiayaan Netto 
1) Semula Rp863.774.706.080,00 
2) Bertam bah/ (berkurang) Rp80.317 . 1 1 7  .286,00 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp944.091.823 .366,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 

B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Rp5.603.407.169.569,00 
Rpl 86.542.513.895,00 



Pasal II 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Cikarang Pusat 
6 Juli 2022 

DAERAH KABUPATEN BEKASI' 

Cikarang Pusat 
5 Juli 2022 

Pj. BUPATI BEKASI 

t.t.d 

DANIRAMDAN 

BERIT A DAE H KABUPA TEN BEKASI T AHUN 2022 NOMOR 202 
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